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Aspek Politik 
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Administratif 


Aspek Objektif 







aspek sejarah 

Selama Indonesia Merdeka, otoritas pajak sudah beberapa kali 
berubah. Menjadi lebih rendah, setara Eselon I 


lebih tinggi setingkat Kementerian/Lembaga. 



SEJARAH KELEMBAGAAN PAJAK 


Tahun Tahapan 


1942 : Djawatan Padjak di bawah Zaimubu (Djawatan Padjak, BC dan 

Padjak Hasil Bumi) 

1945 : Berdasarkan Penetapan Pemerintah N 0 . 2 /SD Urusan Bea 

ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak 

1964 : Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak di bawah 

pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara 

1966 : Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak 

2016 : RUU KUP: Pajak menjadi Lembaga di bawah Presiden Langsung 
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Ditjen Pajak Tidak Pisah dari Kemenkeu = Departemen Tradisional 

(Hasil Kajian Austraiia Indonesia Partnership for Economic Governance - 2014) 





Model 

Departemen 

Tradisional 

(Kaku, terbatas 
kewenangan dan 
spesifik unik, multi 
tafsir dan kurang 
terpercaya public) 


Lembaga 

Modern 

(kewenangan lebih, 
fleksibel, adaptif, 
efektif efisien dan 
lebih dipercaya 
public) 


Kinerja 

Meningkat 


“P®''Hukum 


UUD 1945 Pasal 23A (Amanat Konstitusi) 

9 UU Perpajakan yang memberi amanat kepada Pajak 
UU APBN (Tanggung jawab penerimaan Pajak) 



Pasal 23A UUD 1945 (Amanat Konstitusi) 


“Pajak pungutan lain 

bersifat memaksa 
keperluan negara diatur 

undang-” 



9 UU Perpajakan memberi amanat Pajak 


UU Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan 

UU Bea Materai 
UU PPN dan PPnBM f 


UU Pengadilan Pajak 




UU Informasi Transaksi 
Keuangan 


UU Pajak Penghasilan §/ UU Penagihan Pajak dengan J 

UU Pajak Bumi dan gurat Paksa 

Bangunan UUTaxAmnesty 



Semua UU tersebut memberi KEWENANGAN ATRIBUTIF KEPADA DIRJEN PAJAK. 

Tidak ada Institusi lain—termasuk Kemenkeu—yang dibekali UU SEBANYAK DITJEN PAJAK. 
Mengapa? Karena tanggung jawabnya sangat besar. 
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PAJAK 

Tanggung Jawab 
Kewenangan 
TIDAK SEBANDING 

Dengan Payung UUD 1945, 
mengemban 9 UU Pajak memikul 
target UU APBN 

-> Ditjen Pajak hanya setingkat 
Eselon I TIDAK BERWENANG 
mengatur: 

1. Organisasi; 

2. Sumber Daya Manusia; 

3. Anggaran, 


UUD 1945 

DASAR HUKUM 

KONSTITUSI 


9 UU 

Mengatur SOP, subjek 
pajak, objek pajak, dan 
tarif pajak 


UU APBN 

Mengatur Target Pajak 
yang harus dipenuhi setiap 
tahun 
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ASPEK objektif 


SDM Pajak 
39.421 " 

Organisasi, 

etingkatggeion 1 

di bawah 
Kemenkeu 



Struktur Ditjen Pajak: 

Eselon II 53 
Eselon III 577 
- Eselon IV 4.363 


^ Tanggung jawab 
penerimaan pajak 
pembiayaan negara: 
+70% penerimaan negara 

berasal dari pgjak; 
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SDM KEMENTERIAN KEUANGAN 


Unit Eselon 1 

Jumlah Pegawai 

Unit Eselon 1 

Jumah Pegawai 

Setjen 

2.712 

Ditjen Pajak 

39.421 

Inspektorat Jenderal 

723 

Ditjen Kekayaan Negara 

3.636 

Ditjen PK 

458 

Ditjen Bea Cukai 

14.269 

Ditjen Perben 

7.722 

Ditjen Anggaran 

861 

Ditjen Pengelolaan 
dan Pembiayaan Risiko 

503 

BPPK 

1.288 

- 

- 

Badan Kebijakan Fiskal 

536 


SDM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 


DITJEN PAJAK 

JUMLAH PEGAWAI 

Eselon 1 (Dirjen) 

1 

Eselon 2 (Direktur, Kakanwil, Tenaga Pengkaji 

53 

Eselon 3 (Ka-KPP, Kasubdit, Kabag) 

577 

Eselon 4 (Kasie, Kasubsie) 

4.363 








ASPEK POLITIK 

LANGKAH- JOKO WiDODO 


Pernyataan 
Joko Widodo 
Gubernur DKI 


Janji 

Joko Widodo-JK 
Calon Presiden: 

Nawa Cita 



Perpres RPJMN 
2015-2019 


RUU KUP 2016 
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Jokowi Usul Dirjen Pajak Jadi Kementerian 


M 

Ljn 



'-Ti 

M 


&D 

U U 



TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi 
berkomentar soal penetapan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poemomo sebagai tersangka. 
Menurutnya, belajar dari kasus ini, mesti ada pembenahan sistem, (^aca: Kado Pahit di Hari Ulang 
Tahun Hadi Poemomo) 


Ia menganggap ini pentmg karena 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak. Jokowi 
mengusulkan pajak menjadi kementerian sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada 
presiden. "Pajak itu harus jadi badan sendiri atau kementerian sendiri, langsung di bawah presiden,' 
ujarnya di Balai Kota, Selasa, 22 April 2014.| 
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RUU KUP: BADAN PENERIMAAN PAJAK 


Penjelasan Umum: 

Dalam UU ini diatur bahwa 
penyelenggaraan tugas 
pemerintahan di bidang perpajakan 
dilaksanakan oleh Lembaga yang 
berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada 
Presiden. Namun demikian, dalam 
pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
wewenangnya. Lembaga masih di 
bawah koordinasi menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 


Pasal 95 

Ayat (3) 

Penyelenggaraan administrasi perpajakan 
dan penghimpunan penerimaan negara di 
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh 

Lembaga. 

Ayat (4) 

Lembaga berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan. 


16 



ASPEK 


ADMINISTRASI ’ 

TUGAS Menteri 


1 . 



Surat Presiden DPR No R-28 4/5/2016: 

Menugaskan M6nt6ri membahas RUU KUP; 

Surat Mensesneg B-395 banggai 11 / 5 / 20 I 6 

“Presiden meminta para Menteri untuk mempertahankan 
memperjuangkan materi ada (jgiani RUU. Jika ada 
usuian perubahan DPR, Menteri konsultasi 
Presiden”: 


administrasi- 

TUGAS Menteri 


3. Sesuai UUD1945: Menteri pembantu Presiden tugas 

fungsinya menjalankan mengamankan keputusan 
kebijakan Presiden. Tugas *'9^ Menteri untuk membahas RUU 
KUP bagian dari tugas konstitusional diberikan 
Presiden Menteri; 

4. Melawan membangkang perintah jabatan melanggar 
HUKUM. 


KESIMPULAN 


ASPEK 

SEJARAH 



ASPEK 


ASPEK 

POLITIS 



ASPEK 

ADMINISTRATIF 



OBJEKTIF 


ASPEK HUKUM 
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KELEMBAGAAN PAJAK »”8 PRESIDEN 


JOKOWI sudah sistematis, terstruktur''®" tuntas 
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«sebagai Warga negara Indonesia, saya 
setuju mendukung langka 
Presiden Joko (bpP) 

Khususma Badan Penerimaan Paj 

saya berdiri di belakang presiden 

jokowr 


HADI POERNOMO 

MantanKetua BPK (2009-2014) 
Mantan Dirjen Pajak (2001-2006) 
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T^erima %asili 


- Hadi (poernomo - 



